
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 

66 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR HASIL PERIKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

kebijakan impor hasil perikanan, perlu melakukan beberapa 

perubahan terhadap ketentuan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan 

Impor Hasil Perikanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan 

Impor Hasil Perikanan; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement 

Establishing the World Trade Organization (Protokol 

Perubahan 	Persetujuan 	Marrakesh 	Mengenai 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6140); 

4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik atau Online Single Submission di Bidang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6215); 

6. Peraturan 	Menteri 	Perdagangan 	Nomor 

08/ M-DAG/ PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 

tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 741); 

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 

tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 936); 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 938); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66 

TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR HASIL PERIKANAN. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 747), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

1. Hasil Perikanan adalah ikan termasuk yang ditangani, 

diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa 

ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya. 

2. Nomor Identitas Berusaha yang selanjutnya 

disingkat NIB adalah identitas berusaha dan 

digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan 

Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional 

termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha 

dan Izin Komersial atau Operasional. 

3. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat 

API adalah tanda pengenal sebagai importir. 

4. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya 

disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai 

importir produsen. 

5. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya 

disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai 

importir umum. 

6. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang 

digunakan sebagai izin untuk melakukan impor 

Hasil Perikanan. 

7. Rekomendasi adalah surat keterangan tertulis yang 

berisi penjelasan teknis mengenai Hasil Perikanan 

yang akan diimpor. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 
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9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 

Perdagangan 	Luar 	Negeri, 	Kementerian 

Perdagangan. 

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga 

Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Impor Hasil Perikanan untuk memenuhi kebutuhan 

bahan baku dan/atau bahan penolong industri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya 

dapat dilakukan oleh perusahaan industri 

pengolahan ikan setelah mendapat Persetujuan 

Impor dari Menteri. 

(2) Impor Hasil Perikanan selain untuk memenuhi 

kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya 

dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, dan/atau perusahaan selain 

industri pengolahan ikan setelah mendapat 

Persetujuan Impor dan Menteri. 

(3) Menteri dapat memberilcan mandat penerbitan 

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal. 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 5 

(1) Untuk mendapat Persetujuan Impor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perusahaan industri 

pengolahan ikan harus mengajukan permohonan 

secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan 

melampirkan hasil pindai (scan) asli: 

a. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang 

sejenis dan kementerian teknis/lembaga 
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pemerintah non kementerian/instansi yang 

membidangi usaha tersebut; 

b. NIB yang berlaku sebagai API-P; 

c. surat pernyataan bermeterai cukup yang 

memuat keterangan mengenai rencana Impor 

yang meliputi jenis, jumlah, pelabuhan muat, 

pelabuhan tujuan, negara asal, se suai 

kebutuhan riil industri dan tidak untuk 

diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan 

kepada pihak lain; dan 

d. Dihapus; 

e. Dihapus; 

f. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau 

pejabat yang ditunjuk. 

(2) Untuk mendapat Persetujuan Impor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau 

perusahaan selain industri pengolahan ikan harus 

mengajukan permohonan secara elektronik kepada 

Direktur Jenderal, dengan melampirkan hasil pindai 

(scan) asli: 

a. NIB yang berlaku sebagai API-U atau API-P; 

b. Surat pernyataan bermeterai cukup yang 

memuat keterangan mengenai rencana 

penyaluran / distribusi / penjualan atas Hasil 

Perikanan yang akan diimpor, bagi 

perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai 

API-U; dan 

c. Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan 

Perikanan atau pejabat yang ditunjuk. 

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) memuat keterangan paling sedikit mengenai 

Pos Tarif/HS, standar mutu Hasil Perikanan, jenis, 

jumlah yang dapat diimpor, tempat pemasukan, dan 

waktu pemasukan. 

(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan 



Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja, 

terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap 

dan benar. 

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap dan benar, 

Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan 

penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung 

sejak permohonan diterima. 

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 6 

(1) Kementerian Perindustrian dan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan menyampaikan 

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) dan ayat (2) secara elektronik melalui laman 

http:/ / inatrade. kemendag. go.id. 

(2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) 

yang mengakibatkan sistem elektronik melalui 

laman 	http:/ / inatrade.kemendag.go.id 	tidak 

berfungsi, Rekomendasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan secara manual. 

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 9 

(1) Importir Hasil Perikanan wajib melaporkan setiap 

perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b 

dan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b dan 

mengajukan permohonan perubahan Persetujuan 

Impor. 

(2) Importir Hasil Perikanan dapat mengajukan 

perubahan Persetujuan Impor dalam hal terdapat 

perubahan mengenai jumlah, jenis dan Pos 
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Tarif/ HS, pelabuhan muat, negara asal, dan 

pelabuhan tujuan. 

(3) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir Hasil 

Perikanan harus mengajukan permohonan secara 

elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan 

melampirkan hasil pindai (scan) asli: 

a. dokumen yang mengalami perubahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 

b. Persetujuan Impor. 

(4) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir Hasil 

Perikanan harus mengajukan permohonan secara 

elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan 

melampirkan hasil pindai (scan) asli: 

a. Persetujuan Impor; dan 

b. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau 

pejabat yang ditunjuk, untuk permohonan 

perubahan Persetujuan Impor dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan 

penolong industri; atau 

c. Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan 

Perikanan atau pejabat yang ditunjuk, 

untuk permohonan perubahan Persetujuan 

Impor dalam rangka selain pemenuhan 

kebutuhan bahan baku dan bahan penolong 

industri. 

(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan 

perubahan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) 

hari kerja terhitung sejak permohonan diterima 

secara lengkap dan benar. 

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 



Pasal 11 

Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dilarang 

memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Hasil 

Perikanan yang telah diimpornya kepada pihak lain. 

7. Ketentuan Pasal 12 dihapus. 

8. Ketentuan Pasal 13 dihapus. 

9. Ketentuan Pasal 14 dihapus. 

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan Impor 

Hasil Perikanan dilakukan setelah melalui Kawasan 

Pabean. 

(2) Persyaratan Impor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa Persetujuan Impor. 

(3) Importir hams membuat pernyataan secara mandiri 

(self declaration) yang menyatakan telah memenuhi 

persyaratan impor Hasil Perikanan sebelum barang 

impor tersebut digunakan, diperdagangkan, 

dan/atau dipindahtangankan. 

(4) Importir hams menyampaikan pernyataan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara 

elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id  

dengan mencantumkan nomor Pemberitahuan 

Impor Barang (PIB). 

(5) Importir wajib menyimpan dokumen persyaratan 

Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) paling sedikit 5 

(lima) tahun untuk keperluan pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 



11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga 

Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 

(1) Importir Hasil Perikanan wajib menyampaikan laporan 

pelaksanaan impor Hasil Perikanan kepada Direktur 

Jenderal dalam hal ini Direktur Impor, Kementerian 

Perdagangan, setiap bulan paling lambat tanggal 15 

(lima belas) bulan berikutnya. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara online melalui laman 

http://inatrade.kemendag.go.id. 

12. Ketentuan Pasal 17 dihapus. 

13. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yakni Pasal 20A dan Pasal 20B, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 20A 

(1) Pembekuan dan pengaktifan kembali Persetujuan 

Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 

pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara 

elektronik 	 melalui 	 laman 

http://inatrade.kemendag.go.id. 

(2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) 

yang mengakibatkan sistem elektronik tidak 

berfungsi, pembekuan dan pengaktifan kembali 

Persetujuan Impor dan pencabutan Persetujuan 

Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara manual. 

Pasal 20B 

Dalam hal terjadi wabah penyebaran zoonosis dan 

penyakit berbahaya lainnya terhadap jenis Hasil 

Perikanan tertentu di negara asal Impor Hasil Perikanan 
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yang dinyatakan dilarang diimpor berdasarkan 

berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, 

maka Persetujuan Impor dinyatakan tidak berlaku untuk 

jenis Hasil Perikanan tertentu dimaksud dari negara yang 

terkena wabah penyebaran zoonosis dan penyakit 

berbahaya lainnya. 

14. Ketentuan Pasal 21 dihapus. 

15. Ketentuan Pasal 22 dihapus. 

16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 26 

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku 

terhadap impor Hasil Perikanan yang merupakan: 

a. barang perwakilan negara asing; 

b. barang keperluan pemerintah; 

c. barang contoh dengan berat paling banyak 25 (dua 

puluh lima) kilogram; 

d. barang pribadi penumpang dengan berat paling 

banyak 25 (dua puluh lima) kilogram; 

e. barang untuk keperluan penelitian dengan 

mempertimbangkan surat keterangan dari instansi 

terkait; 

f. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri 

kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling 

banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang 

(PEB); dan 

g. barang untuk diolah menjadi barang lain dengan 

tujuan untuk diekspor. 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 11 Maret 2019 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ENGGARTIASTO LUKITA 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Maret 2019 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 302 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

pineriterian Perdagangan 
` 

Kepar iro Hukum, 

SRI HARIYATI 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

